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BAB |11
MASA IDDAH BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA
DALAM KEADAAN HAMIL
A. Sekilastentang Kompilasi Hukum Islam
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam
Kata “kompilasi” berasal dari bahasa Latioompilare yang

mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, sepentignompulkan
peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana. Dalam bahasa
inggris “compilatiorf (himpunan undang-undangDalam bahasa belanda
ditulis “compilati¢ (kumpulan dari lain-lain karangaf)Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpyéarg tersusun secara
teratur (tentang daftar informasi, karangan danageimya) Koesno
memberi pengertian Kompilasi dalam dua benRé&tamasebagai hasil
usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satogoidrtentukedua
Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatodaeseperti berupa
suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendagag yda mengenai
suatu bidang persoalan terteftBustanul Arifin menyebut Kompilasi
Hukum Islam sebagai "figih dalam bahasa undangsumdatau dalam

bahasa rumpun Melayu disebut peng-kanun-an hukama’ﬁ.)?

! John M. Echols dan Hassan Shadiigmus Inggris Indonesia An English-Indonesia
Dictionary, Jakarta : PT. Gramedia, 2000, him. 132.

2'S. WojowasitoKamus Umum Belanda Indonesiakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
1992, him. 123.

8 DepdiknasKamus Besar Bahasa Indonesiakarta : Balai Pustaka, 2002, him. 584

4 M. KarsayudaPerkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadil&ompilasi
Hukum Islam)Yogyakarta : Total Media, 2006, him. 94.

5 Bustanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejataimbatan dan
Prospeknyajakarta : Gema Insani Press, 1996, him. 49.
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Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukurartsladalah
sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasahideasal, berjumlah
229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukunituyidukum Perkawinan
(170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat ddmat{44 pasal), dan
Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pastdritiean Penutup
yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum ters8but.

Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Alg{lasi
Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidadiaka hukum
Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari KiasipHukum Islam
terdiri atas tiga buku, masing-masing buku dibagidialam beberapa bab
dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

Buku | Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab deng@f pasal.

Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengah gasal (dari
pasal 171 sampai dengan Pasal 214).

Buku Ill Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dendat Pasal (dari
Pasal 215 sampai dengan Pasal 22@butuhan akan adanya Kompilasi
Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama mergatiitan dalam
sejarah Departemen Agama.

Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Ag&dpnaB /1/735
tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan pamnatpermerintah
Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembant&#lengadilan

Agama/ Mahkamah Syariyah di luar pulau Jawa danda

5 M. Karsayudapp.cit.,him. 95.
" Muhammad Daud AliHukum Islam, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukuamddi
Indonesia Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, him. 26
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menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersetari sudut lingkup
makna the ideal law kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan
rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat meRkgpkgn ragam
makna kehidupan masyarakat Indonésia.

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang miemgim bahan-
bahan hukum dari berbagai kitab Figih yangu'tamad (dapat
dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang bihganakan sebagai
rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka KasipHukum
Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbadamleagenai hukum
Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkanta disusun secara
sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalitaat pasal-pasal
yang lazim digunakan dalam peraturan perundangngaia’

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatalsebagai
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakartulis sebab sebagian
materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan daau menunjuk
materi perundangan yang berlaku, seperti UU NomofFabhun 1974
tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UUTahun 1954
tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP No®ndmahun 1975
tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 19i4ebagainya.

Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab selbagnateri

Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diardari materi

8 Saekan dan Erniati Effendejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indianes
Surabaya : Arkola, 1997, him. 10.

° Abdul Gani AbdullahPengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia Jakarta : Gema Insani Press, 1994, him. 61.

10'M. Karsayudagp.cit.,him. 95.
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figh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan paserfa lokakarya.
Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturparundang-
undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Isidisikapi beragam
oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan TiAggima (PTA)'
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompiagium Islam
itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dasuslin secara
sistematis menyerupai peraturan perundang-undangaok sedapat
mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam memsadtan masalah-
masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukistam. Oleh para
hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digamaksebagai
pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutusagerkang
diajukan kepadanya.
. Latar Belakang Penyusunan Kompilas Hukum Islam
Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilagikdm Islam
ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendapali
a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama.

Bustanul Arifin beberapa kali menyatakan bahwa tga pilar
sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakaysifperadilan
yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 10 WU4NTahun
2004. Salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebalgenyelenggaraan

fungsi peradilan tidak benar jalannya.

11 |bid., him. 95.
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1) Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terisigan
berdasarkan kekuatan undang-undang.

Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan PasalU
No. 4 Tahun 2004, telah diakui secara resmi sebsagjah satu
pelaksanajudicial powet' dalam Negara Hukum RI. Lebih lanjut,
kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisadelah
diatur dan dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 2006.

Dilihat dari segi kelembagaan lahirnya Undang-ugdiio. 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan beberapstupsn
perundang-undangan lain yang mendasarinya, sepewiang-
undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketenR@kok
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 1 Tahun t3itdng
Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tgntan
Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan pelaksagaatelah
memperkokoh eksistensi kelembagaan Peradilan Ag&elaagai
salah satu badan peradilan yang bertugas melaleaahkakuasaan
kehakiman, keberadaan Peradilan Agama diakui deehdndaki
oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (2
Undangundang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaaakifahn.

Dengan amandemen UUD 1945 dan adanya Undang-undang
No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka kedudukan, susufean
kekuasaan Peradilan Agama makin kuat dan menjadi jPengan

demikian, Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedamluk
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sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak kepadaséiagai
Pengadilan Negara Tertinggi. Peradilan Agama byb@radilan
swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan &egagi
golongan penduduk yang beragama Islam.

Organisasi Peradilan Agama juga telah diatur dabab Il
(Pasal 16 - Pasal 48) UU No. 3 Tahun 2006. Bahbmiengatur
susunan dan organisasinya yang disesuaikan deegatukan dan
tuntutan masa kini dan masa mendatang. Diatur gydeat-syarat
yang harus dimiliki aparat pelaksana, dan jenjaargikya. Dengan
dilengkapinya susunan organisasi menjadikan Paradiigama
menjadi badan peradilan yang sempurna dan masdbggaimana
dimiliki Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usahgadta. Begitu
pula mengenai kewenangan yurisdiksi telah diganiskialam
penjelasan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, yang kiams&cara
"enumeratif dijabarkan pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan penjelasan di atas, secara konstitusiomaltefaritis
pilar pertama telah terpenuhi. Peradilan Agamagabsalah satu
badan lingkungan peradilan yang melaksanakan arkakaiasaan
yang ditentukan Pasal 24 UUD 1945. Secara orgamisat
kedudukan dan kewenangan telah mantap meskipurh rpasiu

pembinaan dan pengembangan.
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2) Pilar kedua, adanya organ pelaksana.

Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksamg ya
berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal iniabuslejak lama
dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai ghm pasang
surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah dasahtdonesia.
Pada masa lalu barangkali belum sempurna, tingketit&s,
integritas dan profesionalismenya belum memenulandstr.
Namun dalam perjalanannya, sesuai dengan tekad rieeymn
Agama dan Mahkamah Agung maka pembinaan dan pesgawa
untuk meningkatkan integritas profesionalisme apd&aradilan
Agama terus berlangsung.

Sekalipun di sana sini masih banyak terdapat kelgana serta
pendistribusian personil yang masih belum merasaiagedengan
kebutuhan volume beban tugas, namun pada setiagaéitan
Agama yang telah ada di seluruh Indonesia, telah adan
pelaksanaannya. Dengan demikian sudah terpenuri keidua?
Dengan amandemen terhadap Pasal 11 UU No. 14 THHIO
oleh Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2004, maka kekuasxegpartemen
Agama untuk melakukan pembinaan organisasi, adirasisdan
finansial telah berakhir.

Ketentuan di atas direalisasikan dengan penyeradnset

Peradilan Agama oleh Menteri Agama kepada Ketuakisiaiah

2 M. Yahya Harahap,Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifka
Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan agap Kompilasi Hukum Islandakarta :
Yayasan al-Hikmah, 1993/1994, him 150-151.
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Agung pada tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikiakansajak
tanggal 1 Juli 2004 pembinaan organisasi, admasstidan
keuangan yang menjadi wewenang Departemen Aganakiber
Sejak 1 Juli 2004 seluruh persoalan Peradilan Agharada di
bawah Mahkamah Agung RI 1 Juli 2004 awal bagi Riad
Agama satu atap dengan Mahkamah Agung.

3) Pilar ketiga adalah adanya sarana hukum positifj yaasti dan
berlaku secara unifikasi.

Sepanjang mengenai landasan, kedudukan, kewenaeigén
ada kodifikasi dan aturan hukumnya, dengan lahitdaNo. 3
Tahun 2006, sudah mantap kedudukan dan kewenareyaBegitu
juga mengenai hukum acaranya sudah positif dankatiff Pasal
54 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa hukum agarsy
diterapkan, disamakan dengan yang berlaku di daradimum.
HIR untuk pulau Jawa dan Madura, RBG untuk luaralalan
Madura, ditambah dengan yang diatur oleh PP Naattuii 1975,
plus dengan yang diatur sendiri dalam UU No. 3 TaR006
sebagai aturan hukum acara khusus yang berkenaagarde
pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat cerai.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang N@hn
1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya merupakan hoiateriil

Peradilan Agama bidang hukum perkawinan. Namun dany
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mengandung hal-hal pokok saja, sedangkan ketekei@ntuan
hukum perkawinan yang terjabar dan diatur khusug banat
Islam belum adaltsbat nikah dan kawin hamil umpamanya,
sebagai realitas sosial dan kebutuhan hukum madstarbelum
diatur. Masalah masaldah belum rinci, kedudukan dan porsi
mengenai harta bersama belum pasti, dan masih kdrmjehal
yang dituntut syari‘at Islam, namun belum jelasga¢urannya.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentangaRafan
Tanah Milik juga memuat hukum materiil Peradilan afwa.
Namun sebagaimana juga ketentuan mengenai perkawina
ketentuan mengenai perwakafan secara lebih lendkaipm
terpenuhi oleh PP ini, seperti fungsi, unsur-urtsur syarat-syarat
wakaf, belum diatur. Padahal persoalan ini sangatipg bagi
Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketkaf.
Apalagi mengenai hibah dan warisan, sampai sadtukumnya
secara positif dan unifikatif belum diatur.

Kenyataan ini mendorong para Hakim Peradilan Agamntak
merujuk doktrin yang ada pada kitab-kitab figih geemndapat para
imam mazhab, yang mempunyai ciri sarat dengan gadre
pendapat. Akibatnya putusan dua hakim terhadapskgsng sama
bisa berbeda, karena merujuk pendapat fugaha yangeda,
kendati dirujuk dari kitab figih yang sama. Jalaaussatunya

untuk mengatasi hal ini adalah melengkapinya dergasarana
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hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk ittedu jalan pintas
yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan leg&ligdng formil,
meski tidak sempurna dalam bentuk undang-undatey intas
yang sederhana berupa Kompil&si.

Begitu pula mengenai hukum acara yang berlaku dg&dilan
Agama telah diatur secara tegas dalam Pasal 54ngrdadang
No. 3 Tahun 2006, yang menyebutkan: "Hukum Acaragya
berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilanmfgadalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadildamda
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diadacara
khusus dalam Undang-Undang ini". Persoalan yanghnagsadapi
oleh Pengadilan Agama adalah mengenai hukum mayeirig
dipergunakan untuk memutus perkara yang diajukgradanya,
yang ternyata masih berserakan pada berbagai figiab Padahal
adanya hukum yang baik dan memadai merupakan salfah
syarat terwujudkan peradilan yang baik. Sebagabkitgih yang
bercirikan adanya perbedaan pendapat, berakibat pa@gamnya
putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan yanga. sa
Menanggapi kenyataan ini Daud Ali menyatakan, dkanena
"diffirent judge, different senterit@ain hakim, lain pula pendapat
dan putusannya), tidak jarang dua kasus yang sa&amyata

putusannya jauh berbeda. Keadaan ini dengan seyaliri

13 M. Yahya Harahapp.cit, him. 149-152.
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menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gitiyanakan

menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan makghr

terhadap Pengadilan Agartfa.
b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilaiata&nukum
Islam di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukustaim rumusan dan
ketentuannya menjadi sama dalam penerapannya akétm loi seluruh
nusantara. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian @aa hukum
Islam, sudah dapat ditegakkan dan diterapkan siptksakan nilai-
nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui keweaangang dimiliki
Peradilan Agama. Peranannya hanya sebagai baleatasiidan kajian
doktrin. Semua hakim yang bertugas di lingkungaraéian Agama,
diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang. Sdegangan
dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani saimseldruh
Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai saiunya kitab
hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi di atas diharapkan terwujuthdadsmegakan
hukum, kebenaran dan keadilan. Namun demikian tdiataksudkan
sama sekali untuk memasung kebebasan dan kemangara Hakim
dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksudbpeman dan
pengembangan persamaan persepsi di dunia perddlilkan) bertujuan

memandulkan kreativitas dan daya nalar. Apalagiuluninaksud

!4 Tim DitbinbaperaBerbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islaakarta :
Yayasan, 1993, him. 82.
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menutup pintu bagi para Hakim dalam melakukan tesab dan
pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual seswsutan
perkembangan zaman.

Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukumgya
seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakirg yariabel
karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan segag)j secara
proporsional dapat dipertanggung jawabkan secarkurhu Bagi
pencari keadilan dalam setiap kesempatan yangikiipekepadanya
oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakpdarbelaan dan
segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepantipg dalam
suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpangldadiah Kompilasi
Hukum Islam. Tidak bisa lagi mengagungkan dan mesalekn
kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya bardas mazhab
tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidslak lagi
mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdalpat #&ab figih
tertentu. Begitu pula dengan penasihat hukum. Merdianya
diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitilektaflari rumusan
Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibalada proses di
Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dariany@any sama

yaitu Kompilasi Hukum Islan

5 M. Karsayudaop. cit., him. 103.
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B. Ketentuan Iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam
keadaan hamil menurut Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum
Islam

Bagi seorang janda yang putus perkawinan kareringgél mati

suaminya dalam keadaan hamil maka ia harus mehjalasaiddah
Masalah yang muncul adalah adanya dua nkh yang bisa dijadikan
acuan atau pedoman bagi seorang janda untuk melakn&saddah.

Dalam Kompilasi Hukum Islanddah dikenal dengan istilah waktu

tunggu, ketentuan masgddah atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum
Islam secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu :

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaklttu tunggu
atauiddah kecualigabla al dukhuldan perkawinanya bukan putus
karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan selimaydiut :

a) Apabila perkawianan putus karena kematian, walaumiia al
dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puthatni;

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, wakbgdu bagi
yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengakurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yadgkt haid
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedanglaj
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditaet@agampai

melahirkan;



49

d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedardpjtersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan;

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinamena
perceraian sedang antara janda tersebut dengars [selkeminya
gobla aldukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, temggvaktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilganmfa yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkarpleakawinan
yang putus karena kematian, tenggang waktu tundgtundg sejak
kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedanda paaktu
menjalaniiddah tidak haid karena menyusui, malddahya tiga
kali waktu haid.

(6) Dalam keadaan hal pada keadaan pada ayat (5) bkexama
menyusui, makéddaiya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam
waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka

iddatnya menjadi tiga kali waktu sutfi.

Menurut pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukutarsiddah bagi
istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaanmihaialah
menggunakaniddah hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya

walaupun janda tersebut melahirkan anaknya sesaatisya meninggal.

6 Tim Redaksi Nuansa Auligompilasi Hukum IslamBandung: CV. Nuansa Aulia,
2009, him. 53.
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Karena Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukuransberdasar pada
keumuman surat At Thalag ayat 4. Firman Allah SWT:

Jon bougbuobbod goboobuobbo bobbooboobt
Jobuobuobbooobnobbod

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddarekaeitu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.(Atacha).!’
Serta berpendapat bahwa antara ayat 4 surat AaJ ldahtas dan ayat
234 surat Al Bagarah berlakiasikh mansukatau am dantakhsis maka
yang kuat ialah bahwaddah istri yang hamil itu ialah melahirkan
kandungan, baik karena ditinggal mati oleh suamimaupun karena

bercerai hidup. Selain berdasar pada keumuman Atraéhalaq ayat 4,

Kompilasi Hukum Islam juga berdasar pada hadits:

/

&ﬁgcﬁpymwu\sw VB UNPAOHE AR
Wjd\wrb &b@jt\éj\%é\.@.&éﬂb&.\.@m
L@JS'”/J.’MLUM L@w@wdﬂw‘bwjmw
Wass i J G L@JJL@ )\.u\www&)qu“&u b gl
J.@.;.,\a;o,\bx.x.e”“* cfuu\uw\jqa\ec&n .@.LLJ
L peEs
a@cw}" - of&’@ﬁzsl;w}"oﬂ céﬂééd\sw P :.JU
Jr.u@m@uuwm;;zﬂww u;w\ww

P15 8 gy g« M B G

1" Departemen Agama RIDp.Cit. 558.
8 Imam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairi @Naisaburi,Sohih Muslim
Beirut : Darul Fikr, t.th, him 702.
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Artinya: Dari Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia mgvakan istri
Sa’ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perangaBad wafat
pada haji Wada' dan istrinya sedang hamil. la tidakenetap
sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Sete&kih dari
darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datangkdpadanya
Abu As- Sanabil bin Ba’kak, seorang laki-laki d&ani Abdi Ad-
Dar, berkatalah kepadanya: “diriku tidak melihatnseorang yang
berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allaky éidak
menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepulul’h8ubai’ah
berkata: "Ketika ia berkata demikian kepadaku, akeresi
pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SA&Y¥u
tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwavhaaku
telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruhnikeh jika
telah jelas bagiku.

Hal ini membuktikan bahwa secara jelas bahwa KaspiHukum
Islam memperbolehkan janda tersebut untuk menikalgah seorang laki-
laki yang ia pilih untuk dinikahinya walaupun haryeberapa saat setelah
suaminya meninggal ia telah melahirkan kandunganyserta
mengesampingkan bahwa di dalam hukum di anjurkénvéaassetiap istri
yang ditinggal mati suaminya untuk befad (berkabung atau berbela
sungkawa) atas kematian suaminya. Bagaimanapun isiga yang
ditinggal mati suaminya memerlukan waktu berfikituk menata kembali

kehidupanya seperti biasa.
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C. Alasan-Alasan Hukum Ketentuan Iddah bagi istri yang ditinggal mati
suaminya dalam keadaan hamil menurut Pasal 153 ayat 2 huruf d
Kompilasi Hukum I slam.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam menggunakarnrblagai
macam rujukan yang menjadi dasar alasan-alasan mhukuntuk
pengambilan ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf d Klasipiukum Islam.

Pertama, Kompilasi Hukum Islam berdasar pada sattathalaq

ayat 4 yang berbunyi :

000000000000 00000000000
D000 0000000000000 000 00000000000
000000000000 000000000000
00000000000 00000000 000000000
000000000000 00000000 0000
0000000000000 00000000000

D00000 000000 0000000000 00000000
N00000000 0000 000000000000 0000
Doo®ooooooon

Artinya: Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid di aatavanita-
wanitamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa idda)nynaka
iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula ilawanita
yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktidah
mereka itu ialah sampai melahirkan kandunganyaTAalaaq:
4)

Ayat ini juga sama seperti apa yang dikatakan ddtdaab Zaadul
Ma'ad bahwa firman Allah“...waktu iddah mereka itu ialah sampai
melahirkan kandungannya.nfenunjukkan sekiranya ia hamil dengan
anak kembarnddamya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua.

Juga menunjukkan perempuan yang keguguran ndd@nya adalah

19 Departemen Agama RAI- Qur'an dan Terjemahnya&andung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema, 200%Im. 434
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sesudah melahirkan juga. Ayat ini juga menunjukksahwa iddah
perempuan hamil itu habis setelah melahirkan, baynya hidup maupun
mati, sempurna badanya maupun cacat, ruhnya tefaiplkéin maupun

belum?°

Kedua, hadis Nabi yang berasal dari al-Miswar binkhtimah

menurut riwayat al-Bukhari yang bunyinya :
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Artinya: Dari Subai’ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia megrakan istri
Sa’ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perangaBad wafat
pada haji Wada’' dan istrinya sedang hamil. la tidakenetap
sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setetakih dari
darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datangkdpadanya
Abu As- Sanabil bin Ba’kak, seorang laki-laki d&ani Abdi Ad-
Dar, berkatalah kepadanya: “diriku tidak melihatnseorang yang
berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allaky d@idak
menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh™h8ubai’ah
berkata: "Ketika ia berkata demikian kepadaku, aleresi

%0 sayyid sabigFikih Sunnahditerjemahkan oleh Moh. Thalib dari “Figh As- Sahf,
Jilid. 8, Bandung: Al Ma’arif, 1987, him. 140.

2 |mam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairi ANaisaburi,Sohih Muslim
Beirut : Darul Fikr, t.th, him 702.
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pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SA&¥u
tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwavaaaku
telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruhnikeh jika
telah jelas bagiku.

Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwddah perempuan
yang hamil, baik dari perceraian atau suaminya nggal adalah sampai
melahirkan kandungannya. Jumhur ulama juga sem@ian dalil-dalil
tersebut, bahwa masddah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati
suaminya akan tetpai pada saat itu juga ia sedamgil hmaka ia
menggunakaiddah hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya.

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam berkesimpulzahwa
iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam kesad hamil ialah
sampai melahirkan kandungannya. Karena sesuai desagiat ath-Thalaq,

hadis subai'ah dan juga kesepakatan ulama.



